B SALINAN

BUP ATl BANGLI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENT ANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang
a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan
daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan
daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga
perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan
keadilan, peran serta ~masyarakat, dan akuntabilitas  dengan
memperhatikan potensi daerah;
b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Bangli Nomor 11 Tahun 1991, yang
telah dirubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bangli Nomor 7 Tahun 1996 telah tidak sesuai dengan kebutuhan
hukum masyarakat saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
Mengingat I Undang-Undang  Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat |
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undange
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20()8 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2009
Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Bangli Nomor 6
Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Bangli (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Bangli Tahun 1989 Nomor 12 Seri D
Nomor 11);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal |

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bangli.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bangli.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas dibidang Retribusi
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
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6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses
alam yang berbentuk padat.

7. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh
dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan
penanganan sampah.

8. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah
diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat
pengolahan sampah terpadu.

9. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memroses dan
mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi
manusia dan lingkungan.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara
(BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama
dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi

. sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

12. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya
disingkat Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan
persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi  diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau

. pemotong retribusi tertentu.

14, Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan
pelayanan dan fasilitas jasa dari Pemerintah Daerah.

15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Bupati.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya
jumlah pokok retribusi yang terutang.

17.Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD
adalah untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.

19.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
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tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut
retribusi atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan  yang
diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah
pelayanan persampahan/kebersinan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah, meliputi:

a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi
pembuangan sementara;

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi
pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan
akhir sampah; dan

c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat
ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 4

(1) Subyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah
orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan
Kebersihan.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang
pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang
undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retibusi pelayanan
Kebersihan.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan termasuk golongan
Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa berdasarkan atas jenis dan sifat usaha/
kegiatan obyek retribusi.
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BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan
pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat
dan aspek keadilan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya
pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau
pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi tempat pemrosesan

akhir.
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Struktur dan besamya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
a. Penginapan/ Losmen/ Home Stay/ Hotel Rp. 20.000,00/bulan

b. Restoran/ Bar/ Rumah Makan Rp. 20.000,00/bulan
c. Warung Rp. 2.000,00/bulan
d. Toko Rp. 8000,00/bulan
e. Gudang Rp. 4.000,00/bulan
f. Gedung Bioskop Rp. 6.000,00/bulan
g. Bengkel Rp. 6.000,00/bulan
h. Industri kecil Rp. 2.000,00/bulan
1. Pabrik Rp. 8.500,00/bulan
J. Praktek Swasta Rp. 5.000,00/bulan
K. Instansi Pemerintah/ Swasta Rp. 25.000,00/bulan
1. Sekolah Rp. 20.000,00/bulan
m. Sampabh Insidentil/ M3 Rp. 10.000,00/M3
n. Apabila kurang dari | M3 dihitung 1 M3 Rp. 10.000,00/M3
0. Rumah Tangga/KK Rp. 2000,00/bulan
p. Pedagang/penjual jasa di lingkungan pasar atau terminal :

1. yang menempati kios Rp. 6.000,00/bulan

2. yang menempati los Rp. 6.000,00/bulan

3. pedagang kaki lima Rp. 200,00/hari

yang dipungut tiap bulan

(3) Pembuangan/pengangkutan sendiri ke TPA oleh orang pribadi
atau badan dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 per
kendaraan.

(4) Pembuangan/pengangkutan sendiri sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), harus seizin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian.
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(7) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
WILA YAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi pelayanan persampahan/kebersinan  berlaku dan dipungut di
dalam wilayah Kabupaten Bangli.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN,DAN PENUNDAAN PEMBAY ARAN

Pasal 10

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa karcis, dan atau kwitansi.

Pasal 11

(1) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
disetor ke Kas Daerah.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk,
maka hasil penerimaan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati.
Pasal 12

(1) Setiap Wajib Retribusi wajib membayar retribusi.

(2) Pembayaran retribusi yang terutang wajib dilunasi sekaligus.

(3) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari
sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain  yang
dipersamakan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua) persen setiap bulan dari retribusi terutang yang
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
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BAB X
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

(1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.

(2) Pengeluaran surat tegoran sebagai tindakan pelaksanaan
penagihan retribusi dikeluarkan  segera setelah 7 (tujuh) hari
sejakjatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal
Surat Teguran, Wajib Retribusi hams melunasi retribusi yang
terhutang.

(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan
oleh Bupati atau pejabat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dalam
Peraturan Bupati

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 15

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa
setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan
tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguhjika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik
langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 16

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
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(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi
kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIlI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 17

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah
berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah
uu,

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan

atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang

retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap danjelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau
Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi
Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

g. menyuruh  berhenti  dan/atau = melarang  seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,
dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
retribusi Daerah;

1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

J. menghentikan penyidikan; dan/atau

K. melakukan tindakan lain yang perlu untuk Kkelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik  pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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BAB XIlI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah

diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda
paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh limajuta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan
Negara.
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Pada saat Peraturan Daerah ini mulaiberlaku, Peraturan Daerah Tingkat li
Bangli Nomor 11 Tahun 1991 tentang Retribusi Sampah sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Tingkat 11 Bangli Nomor 7 Tahun

1996 tentang Retribusi Sampah ( Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 19
Seri B Nomor 4 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal, 30 Desember 2011

BUPATI BANGLI,

ttd

| MADE GIANYAR
Di Undangkan di Bangli
pada tanggal, 30 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI
ttd

| WAYAN SUTAPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR 10



SALINAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

I.PENJELASAN UMUM
Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/
Kebersihan termasuk jenis Retribusi Jasa Umum yang menjadi kewenangan

Kabupaten.
Dalam rangka memberikan dasar hukum dan landasan pelaksanaan

pemungutan retribusi Sampah di Kabupaten Bangli, telah ditetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Bangli Nomor 11 Tahun 1991 tentang
Retribusi Sampah , sebagaimana telah dirubah kedua kalinya dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 1996, namun Peraturan Daerah
tersebut saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan
tuntutan kebutuhan, sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan
disesuaikan dengan menetapkan Peraturan Daerah yang baru.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu untuk
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/ Kebersihan.

I1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal !

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
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Pasal 8
a. Penginapan/ Losmen/Home stay adalah setiap usaha yang bertujuan

untuk memenuhi kebutuhan orang-orang akan tempat tinggal sementara
dengan imbalan berupa sewa yang ditentukan terlebih dahulu;

b. Restoran/ Bar/ Rumah Makan adalah suatu usaha yang menjual berbagai
masakan/makanan dan atau minuman yang pasar utamanya adalah
masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas;

c. Warung adalah suatu usaha kecil yang dalam operasinya menyediakan
bahan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

d. Toko adalah suatu tempat usaha yang bersifat permanen untuk menjual
belikan barang dagangan;

e. Gudang adalah setiap tempat/ ruang yang khusus berfungsi untuk
menyimpan persediaan barang-barang untuk kegiatan;

f. Gedung Bioskop adalah ruang yang tertutup yang secara rutin
dipergunakan sebagai tempat pertunjukan hiburan ( pemutaran Film )
yang bersifat komersial;

g. Bengkel adalah setiap usaha yang memberikan pelayanan/ perbaikan

kendaraan bermotor roda dua atau lebih;

Industri kecil adalah setiap usaha untuk memproduksi barang-barang

dengan menggunakan modal dan tenaga kerja yang relatif kecil dan

teknologi yang masih sederhana;

1. Pabrik adalah setiap usaha yang menggunakan/ mengkombinasikan
faktor produksi seperti modal, tenaka kerja, sumber daya alam dan
teknologi secara efisien dengan tujuan untuk mengubah | menambah
manfaat suatu benda sehingga dari padanya diperoleh keuntungan;

J. Praktek swasta adalah setiap praktek diluar dinas yang dilakukan oleh
dokter, notaris, pengacara, bidan/perawat dan lai-lain;

k. Instansi adalah Badan Pemerintah Umum seperti jawatan , kantor baik
swasta maupun Negeri;

| Sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta
tempat menerima dan memberi pelajaran menurut tingkatan seperti
dasar, lanjutan dan tinggi;

m. Sampah yang insidentil adalah sampah yang timbul diluar hal-hal
tersebut di atas, seperti pembongkaran/pemborongan bangunan dan
bekas upacara - upacara.
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Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.




Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
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